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BULAN JANUARI DAN PEBRUAR: 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

—_

KABUPATEN BATANG

bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan Musyawarah Nomor :

01/DPRD. Bamus/I/2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang penetapan
jadwal waktu dan acara rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang bulan Januari dan Pebruari 2010 maka untuk
kelancaran pelaksanaannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang tentang Jadwal Waktu dan Acara Ranat-Rapat Dewan
Perwakilan Rakyat Daeran Kabupaten Batang Bulan Januari dan

Pebruari 2010 ;

Undang-Undang Nornor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Renublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

Undang-Undang Nomecr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemkaran Negara
Republik Indonesia Tanun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang  Nomor 27  Tahun 2009 tentang  majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tamkahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5043);



